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KEPUTVSAN KEPALA KANTOR聰 旧[LAYAH KEMIENTERIAN AG:劇 MA
PROVINSI JAWA TIIttUR
NOMOR 4649 TAHUN 2018
TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERAS10NAL PENDlluAⅣ
MADRASAH TSANAⅥ 層YAH NAHDLATUL ARIFIN SUMBERREJO AMBULU

KABUPATEN JEMBER PROVINSI JAN函 「A TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG】 題AHA ESA

KEPALA KANTOR Ⅵ LAYAH XEIMIENTERLAN AGAMA PROVINSI JAWIA TIコ 肛UR,

Menimbang a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan
madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan
masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk
menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar
nasionai pendidikan;

h. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini t"elah memenuhi persyaratan administratif,
teknis dan kelayakan yang teiah ditetapkan berdasarkan
Nota Dinas Pertimbangan Dari Kepala Bidang Pendidikan
Madrasah Nomor : 13 16 1Kw.L3.2.5 IPP.OO I 12 I 2Ol8
tanggai 05 Desember 2018 dan Rekomendasi dari Kepala
Kantor Kementerian Agama KABUPATEN JEMBER Nomor:
B- 5647 /Kk.13.32.21PP.00/ 1l12018 tanggal 12
November 20iB;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, periu rnenetapkan Keputusan
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa
Timur tentang lzin Operasional Pendirian MADRASAH
TSANAWtrYAH NAHDLATUL ARIFIN SUMBERREJO
AMBULU KABUPATEN JEMBER Provinsi Jawa Timur.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor a301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen {lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor aSO1);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan {Lembaran Negara Repuhrlik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan l,embaran
Negara Repubiik Indonesia Nomor 1196] Sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor
19 I'ahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
{l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
71, Tambahan kmbaran Negara Repubrlik Indonesia Nomor
5a10);
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib
Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor a8631;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan {l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan l,embaran
Negara Republik indonesia Nomor a$6a];

6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
{lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
194, Tambahan Lembaran Negara Reputrlik Indonesia Nomor
494Lt, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2OL7 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tamtrahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5157);

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun
2OA7 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah
Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah
Pertama/Madrasah Tsanawi'1rah, dan Sekolah Menengah
Atas/Madrasah Aliyah;

9. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan
Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun
2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di
Ka.trupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23
Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Pendiclikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Stanclar
Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/ Kota;

11. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2OL2 tentang
Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam
pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2
Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Agama Nomor 31 Tahtin 2Arc tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun '2Q12 tentalg
Pengaw'as Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam
pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 6Ba);
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12. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyeienggaraan
Pendidikan Madrasah;

MEMUTUSKAN:

:KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERAS10NAL PENDIRIAN
MADRASAH TSANAWIYAH NAHDLATUL ARIFIN SUMBERREJO
AMBULU KABUPATEN JEMBER PROVINSIJAWA TII″ tJR.

: Memberikan uin operasional pendirian madrasah sebagaimana
tercantum daiam Lampiran dan merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

: Bagi MADRASAH TSANAWIYAH setelah jangka waktu 4 tahun,
Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib :

a. Menyarnpaikan laporan perkembangan madrasah kepada
Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling
sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan
kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana
prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik
dan tenaga kependidikan; dan/atau

b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah/madrasah
kepada BAP-S/M sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

: Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud
dalam Diktuire Kedua huruf a dinilai memenuhi standar
pelayanan minimal penyeienggaraan pendidikan dan/atau hasil
akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b
mendapat peringkat minimal C, maka izirr operasional
sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tetap berlaku.

: Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud
dalam Diktum Kedua huruf a dirdlai memenuhi standar
pelayanan minimal penyelenggaraarl pendidikan dan/ atau hasil
akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b tidak
mendapat peringkat minimal C, maka izlr operasional
sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dicabut.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 10 Desember 2018

KANTOR WILAYAH
AGAMA
TIMUR,
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LA:MPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
urILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSIJAWA TIMUR
NOM[OR 4649 TAHUN 2018
TENTANG
PEL〔BERIAN IZIN OPERASIONAL
PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH
NAHDLATUL ARIFIN SUIⅥ[BERREJ0
AIVIBULU KABUPATEN JEIVIBER
PROVINSI JAヽ VA Tl]4UR

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

KANTOR WILAYAH
AGAMA

JAWA TIMUR,

1 Nama Madrasah M:ADRASAH TSANAWIYAH NA:HDLATUL
ARIFIN SUMBERREJO A]Ⅵ [BULU
KABUPATEN JEMBER

2 Nomor Statistik Madrasatr 121235090235

3 Alamat Madrasah KEDUNGKAJIPOX 03

DESA/KELURAHAN SUMiBERREJO

KECAIVIATAN AIVIBULU

KABUPATEN JEMBER

PROVINSIJAWA TIMUR

4 Nama Organisasi Penyelenggara YAYASAN PONDOK PESANTREN
NAHDIzATUL ARIFIN SUMBEREJ0

5 Akte Notaris Organisasi

Penvelenggara

NO.57,BAMBANG ANOM:WIDYO
PUTRO,SH.,M.KN

6 Pengesahan Akte Notaris

Organisasi Penyelenggara

AHU-0033744.AH.01.04.TAHUN 2015/

28 DESEMBER 2015
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KEPALA KANTOR VViLAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROViNSIJAWA TIMUR

P:AGAM PENDIR:AN′OPERASiONAL MADRASAH
NomorI M〒sSノ 09,0235ノ 2018

Nama Madrasah

Alamat

Desa/Kelurahan

Kecamatan

Kaoupaten/Kota

Provinsi

Penyelenggara Madrasah

Akte Notaris Penyelenggara
Pengesanan Akte Notaris

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

2

Diberikan kepada

MADRASAH TSANAWiVAH NAHDLATUL AR:F:N

KEDUNGKAJI POX 03

SUMBERREJ0
AMBULU
KABUPATEN JEMBER

JAWA TIMUR

YAYASAN P,ONDOK PESANTREN NAHDLATUL ARIFIN
SUMBEREJ0
N057,BAMBANG ANOMIVViDYO PUTRO,SH,M KN
AHU-0033744.AH.01.04丁 AHUN 2015ノ 28 DESEIVIBER 2015

Sidoarjo,1 0 1Deserγlber 201 8

Pit.KEPALA KANTORヽ′VILAYAH
AGAMA
TIMUR,
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